Efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018 by Kurnia, Dewi Githa
 
 
 
 
EFEKTIVITAS,  i EFISIENSI, DAN iKONTRIBUSI RETRIBUSI 
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN iASLI DAERAH 
KABUPATEN iSIDOARJO 
 
SKRIPSI 
 
Oleh:  
DEWI GITHA KURNIA 
NIM. G72216065 
 
 
 
 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
2020
 
 
iii 
 
PERNYATAAN KEASLIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Skripsi yang ditulis oleh Dewi Githa Kurnia NIM. G72216065 ini telah diperiksa 
dan disetujui untuk dimunaqasahkan. 
 
 
 
 
 
 
 
Surabaya, 18 Februari 2020 
Pembimbing, 
 
 
 
Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin.,Ph.D. 
NIP. 196703111992031003 
 
 
 
 
v 
 
PENGESAHAN 
Skripsi yang ditulis oleh Dewi Githa Kurnia G72216065 ini telah dipertahankan 
di depan sidang majelis skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan 
Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, dan dapat diterima 
sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu 
bidang Akuntansi. 
Majelis Munaqasah Skripsi 
Penguji I 
 
 
 
 
 
Drs. H. Nur Kholis,M.Ed.Admin.,Ph.D. 
NIP. 196703111992031003 
Penguji II 
 
 
 
 
 
Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I 
NIP. 197710302008011007 
 
Penguji III 
 
 
 
 
 
Ana Toni Roby Candra Yudha, M.S.E.I 
NIP. 201603311 
 
Penguji IV 
 
 
 
 
 
Mochammad Ilyas Junjunan M.A 
NIP. 199303302019031009 
 
 
Surabaya,  26 Februari 2020 
Mengesahkan 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
Dekan, 
 
 
 
Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM 
NIP. 196212141993031002 
 
 
vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rata-rata rasio 
efektivitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2014-2018. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komparatif dengan 
pendekatan kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas 
retribusi daerah selama tahun 2014-2018 mayoritas memiliki efektivitas tergolong 
sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan retribusi daerah telah 
melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih 
dari 100%, begitu juga dengan efisiensi retribusi daerah sebesar 4,2% yang 
tergolong sangat efiesien, indikatornya adalah biaya pemungutan yang 
dikeluarkan untuk memungut retribusi daerah lebih rendah daripada penerimaan 
yang didapat. Sedangkan kontribusi retribusi daerah sebesar 7,8 % yang tergolong 
kurang berkontribusi hal ini bisa jadi karena telatnya wajib retribusi dalam 
membayar retribusi dan juga adanya pembebasan retribusi.  
Saran untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih banyak variabel 
agar mampu mengetahui mana yang berpengaruh terhadap PAD. 
Kata Kunci : Efektivitas, Efiesiensi, Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan 
Asli Daerah 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Era Reformasi memberikan banyak perubahan dalam sistem 
pemerintahan, dimana sebelum Reformasi yaitu pada saat Orde Baru 
pemerintahan menganut sistem sentralisasi dimana wewenang pemerintahi 
daerah diserahkan seluruhnya pada pemerintah pusat, menjadi sistem 
desentralisasi yang melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mencapai suatu 
pemerintahan yang efisien.  
Penerapan sistem desentralisasi atau yang disebut otonomi daerah 
merupakan pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi1, yang dituangkan 
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang nomor 32 
tahun 2004 mengatur mengenai “kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, 
termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 
disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  
                                                             
1 Masayu Rahmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten Bandung,” Jurnal Kajian Akuntansi Vol 1 (2017). 
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Pada awal pelaksanaan otonomi daerah disambut dengan respon yang 
berbeda bagi setiap daerah, bagi daerah yang memiliki sumber daya alam 
melimpah menyambut otonomi dengan penuh harapan, sedangkan pada daerah 
yang miskin akan sumber daya alamnya menanggapi dengan hati-hati dan 
kekhawatiran akan daerahnnya terpenuhi. Maksud dan tujuan otonomi daerah 
itu sendiri untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan setiap daerah 
dalam mengelola pembiayaan daerah itu sendiri.2 
Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan oleh besar dan 
kecilnya kontribusi Pendapatani Asli Daerah pada anggaran pendapatan suatu 
daerah dibanding pendapatan yang berasal darii.sumber pendapatan lainnya 
seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Bantuan 
pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Alokasi dana perimbangan padauumumnya lebih banyak didasarkan pada 
aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkat 
Pendapatan Asli Daerah. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan 
dari dipungutan berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi 
daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan 
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
                                                             
2Kevin Ryano, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” www.Kompasiana.com, last 
modified 2019, accessed November 25, 2019, 
https://www.kompasiana.com/kevinry00/58384b05eafbd2909e87f73/pelaksanaan-otonomi-
daerah-di-indonesia. 
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yang dipisahkan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibattdariipenjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).3 
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dari daerah 
tersendiri perlu terus ditingkatkan supaya mampu membantu dalam memikul 
sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian 
dan otonomi daerah yang luas, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.4 
Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sidoarjo diberi wewenangan untuk 
mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk 
kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Sidoarjo maka diharapkan 
Kabupaten Sidoarjo mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi 
sumber daya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan terus menggali, 
mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten 
Sidoarjo, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, retribusi 
daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.  
Untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah perlu adanya 
peningkatan sumber dari Pendapatani Asli Daerah  itu sendiri, seperti 
peningkatan potensi pajak daerah, peningkatan potensi retribusi daerah, 
peningkatan potensi hasil pengelolaani kekayaan yang lain dan peningkatan 
                                                             
3 “Pendapatan Asli Daerah,” Info-Anggaran.Com, accessed October 31, 2019, http://info-
anggaran.com/. 
4 Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Salemba Empat, 2001). 
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ipotensi lain-lain PAD yang sah. Berikut pada Tabel 1.1 merupakan penjabaran 
dari isumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
Tabel 1.1 
Sumber Pendapatan Daerah Asli Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 
2014-2018 ( dalam milyar Rupiah) 
Tahun Pajak 
Daerah 
Retribusi 
Daerah 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 
Lain-lain PAD 
yang sah 
Jumlah 
2014 608.7 96.6 30.4 379.6 1.115 
2015 700.5 139.3 27.5 399.4 1.266 
2016 735.8 106.6 26.8 466 1.335 
2017 925.5 80.1 29.3 636.8 1.671 
2018 961.8 93.1 34.7 595.8 1.685 
Sumber : Data Olahan BPKAD Kab Sidoarjo 
Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, penulis ingin meneliti Efektivitas, 
Efesiensi dan Kontribusi Retribusi Daerah Kab Sidoarjo. Dalam Tabel tersebut 
terlihat kenaikan dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 42.7 milyar rupiah lalu dari 
tahun 2015 ke 2017 terjadi penurunan sebesar 59.2 milyar rupiah, dan pada 
tahun 2016 ke 2017 terjadi kenaikan sebesar 13 milyar rupiah, namun kenaikan 
itu masih tidak bisa sama seperti pada tahun 2015 yang mencapai nilai 139.3 
milyar rupiah. 
Adapun penerimaan retribusi daerah peroleh dari tiga golongan retribusi 
daerah, yaitu jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan 
Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi 
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Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda iPenduduk dan Aktai Catatan Sipil, 
Retribusii Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi iPelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotani Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, 
Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus 
Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah 
Potong Hewan, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 
Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan. 
Guna merealisasikan target pendapatan asli daerah, telah disusun 
beberapa strategi, Untuk meningkatkan retribusi daerah dilakukan pembayaran 
retribusi pasar melalui online yang telah bekerjasama dengan Telkomsel 
menggunakan aplikasi T-Cash pada retribusi pasar untuk menghindari 
pungutan liar dan korupsi pada pendapatan retribusi pasar. Selain strategi 
dalam pemungutan, strategi lainnya ialah efektif dalam menentukan anggaran 
serta efiesien dalam pemungutan pendapatan perlu di perhatikan juga. 
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Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Efektivitas retribusi daerah menunjukkan kemampuan 
pemeritah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah 
penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang 
dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan 
retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu 
periode tertentu. 
Sedangkan efisien merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan 
yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan 
retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan 
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 
Pengukuran efektivitas dan efisiensi retribusi daerah sangat penting 
dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan retribusi daerah. 
Retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena retribusi 
daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk 
menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan 
efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo, kemudian 
seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo itu sendiri.  
Ketaatan wajib retribusi tanggungjawab para petugas retribusi dalam 
menjalankan tugasnya dapat terlihat jelas hasilnya melalui perhitungan tingkat 
efektivitas retribusi daerah. Semakin tinggi perolehan retribusi daerah di 
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Kabupaten Sidoarjo maka semakin menunjukkan ketaatan retribusi dan kualitas 
kinerja para petugas pajak yang optimal. Penelitian saat ini tidak melihat 
penerimaan retribusi daerah hanya sebatas tingkat efektivitas dan efisiensinya 
saja tetapi juga dilihat sejauh mana kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.  
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ivan Gumilar 
(2016), Retribusi jasa usaha memberikan pengaruh terhadap PAD Kabupaten 
Bandung pada periode 2010-2013 sangat efektif tetapi masih kurang 
memberikan kontribusi dibandingkan dengan sumber retribusi lainnnya. 
Berdasarkann hasil analisis masih banyak jenis retribusi daerah usaha yang 
kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD Kabupaten 
Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemda 
dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha. Sedangkan 
jenis retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat 
dari dinas Bina Marga dan Jasa Terminal. 
Berdasarkan” uraian diatas, dapat diketahui bahwa retribusi daerah 
merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 
Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui 
sebagarapa efektif dan efiesien dan juga kontribusi retribusi daerah terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Sidoarjo. 
B.  Rumusan Masalah  
1. Berapa rata-rata efektivitas retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah 
Kab. Sidoarjo? 
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2. Berapa rata-rata efisiensi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kab. 
Sidoarjo? 
3. Berapa rata-rata kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah 
Kab. Sidoarjo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui rata-rata efektivitas retribusi daerah di Kabupaten 
Sidoarjo tahun 2014-2018 
2. Untuk mengetahui rata-rata efisiensi retribusi daerah di  Kabupaten 
Sidoarjo tahun 2014-2018 
3. Untuk mengetahui rata-rata kontribusi retribusi daerah di Kabupaten 
Sidoarjo tahun 2014-2018 
D. Kegunaan Hasil Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis : 
a. Bagi Penulis, diharapkan lebih memahami retribusi daerah dan 
pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. 
b.  Bagi Akademis, diharapkan dapat menghasilkan suatu referensi yang 
baik dan berguna bagi lembaga pendidikan tempat penulis belajar yaitu 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
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c.   Bagi Institusi Pendidikan, dapat menajdi referensi bagi calon peneliti 
selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah 
yang dibahas. 
2. Kegunaan Praktis : 
a.    Bagi Manajemen atau Kepala Bidang Organisasi, sebagai bahan 
pertimbangan dalam merencanakan anggaran dalam penetapan retribusi 
daerah.  
b.    Bagi para praktisi, untuk melihat pengaruh retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo. 
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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 
Pemerintah  Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.5 Sedangkan menurut Warsito 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan 
dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, 
pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan 
Asli Daerah.6 
”Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan 
keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan 
masyarakat secara adil dan makmur. 
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157,yaitu:
                                                             
5 Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2015). 
6 Warsito, Pajak Daerah Dan Retribusi Daarah (Jakarta: Semesta Media, 2011). 
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a. Hasil Pajak Daerah 
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah 
disamping retribusi daerah. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah 
dapat diikhtisarkan seperti berikut : 
1) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada 
daerah sebagai pajak daerah 
2)  Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang. 
3) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan 
undang-undangan dan/atau peraturan hukum lainnya; 
4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 
membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.7 
b. Hasil Retribusi Daerah 
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 
daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapatan-
pendapatan para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi 
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau 
karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk 
                                                             
7 Marihot P Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2005).8 
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kepentingan umum, atau kareana jasa yang diberikan oleh daerah baik 
langsung maupun tidak langsung.8 
Dari pendapat tersebut diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok 
retribusi daerah, yakni : 
1)  Retribusi dipungut oleh daerah; 
2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan 
daerah yang langsung dapat ditunjuk; 
3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yanng memanfaatkan, 
atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;9  
c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan  
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan 
melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 
dipertanggungjawabkan sendiri.  
Hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada 
pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk 
sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka 
sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus 
dimaksudkan untuk menambah pengahsilan daerah disamping tujuan 
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan 
usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan 
                                                             
8 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2005).145 
9 Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.8 
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pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan 
kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan 
makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 
perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang 
pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efiesiensi. ” 
Berdasarkan ketentuan diatas maka walaupun perusahaan daerah 
merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan 
daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi 
justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan 
umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan 
fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni 
fungsi sosial dan fungsi ekonomi.10 
Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan 
untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah 
dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua 
pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa 
pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring 
dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang 
bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini berjalan 
apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.11 
                                                             
10 Damang Aveeroes Al-Khawarizmi, “Pendapatan Asli Daerah,” Www.Negarahukum.Com, last 
modified 2011, accessed January 10, 2020, https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-
asli-daerah.html. 
11 Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia.145 
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi : 
1) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
2) Jasa Giro; 
3) Pendapatan bunga; 
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah. 
2. Retribusi Daerah 
a. Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan 
oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan 
oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas 
prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 
langsung dinikmati secara perorangan oleh warna masyarakat dan 
pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. retribusi daerah 
sesuai dengan undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
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pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi 
tertentu. 
b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah  
Adapun ciri-ciri retribusi daerah :  
1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah  
2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 
3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. 
4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-
jasa  yang disiapkan negara. 
c. Tujuan Retribusi Daerah 
Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok 
dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau 
pemerintah daerah. 
Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:  
1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna 
memenuhi kebutuhan rutinnya.  
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2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat 
melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masayarakat.12 
d. Objek dan Subjek Retribusi Daerah 
1) Objek Retribusi Daerah 
    Objek Retribusi Daerah terdiri atas : 
a) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
b) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut Prinsip Komersial. 
c) Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
2). Subjek Retribusi Daerah 
Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut : 
                                                             
12 Guru Ekonomi, “Retribusi Daerah : Pengertian, Fungsi, Jenis, Ciri Dan Tata Cara Pemungutan,” 
Sarjanaekonomi.Co.Id, last modified 2019, accessed January 12, 2020, 
https://sarjanaekonomi.co.id/retribusi-daerah/. 
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a) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan. 
b) Retribusi jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang 
bersangkutan. 
c) Retribusi Perizinan Tertentu adalag orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah” 
e. Jenis Retribusi Daerah 
Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : 
1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : 
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, 
Balai Pengobatan, RSU Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis 
yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Untuk pungutan pelayanan persampahan/kebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang pengambilan, 
pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi 
pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. 
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Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, 
tempat ibadah, dan sosial. 
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil 
Untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan 
bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, 
kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan 
sipil.  
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
Untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan 
mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, 
pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau 
dikelola oleh daerah.  
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepu Jalan Umum 
Untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum 
yang disediakan oleh daerah.  
f) Retribusi Pelayanan Pasar 
Untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional 
berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus 
disediakan untuk pedagang. Kecuali pelayanan fasilitas pasar yang 
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
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g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. 
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
Untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau 
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. 
i) Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta 
Untuk punggutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh 
pemerintah daerah. 
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus 
Untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang 
dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh 
BUMD dan swasta. 
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
Untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair 
rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah. 
l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
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”Untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi. 
m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
Untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-aat ukur, takar, 
timbang, dan perlengkapannya dan pengujiannya barang dalam 
keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
n) Retribusi Pelayanan Pendidikan 
Untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikann 
dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. 
o) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 
Untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, da 
kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. 
2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : 
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
Untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa 
pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan 
kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak 
termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 
tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain. 
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b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
Untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir 
berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang 
dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang 
disediakan oleh BUMD dan swasta. 
c) Retribusi Tempat Pelelangan 
Untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang 
secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 
pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. 
d) Retribusi Terminal 
Untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan 
penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, 
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal 
yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang 
dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir 
Untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang 
disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. 
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
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untuk pungutan atas pelayanan tempat 
penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan swasta. 
g) Retribusi Rumah Potong Hewan 
Untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas 
pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, 
termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan 
sesudah dipotong. 
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 
untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
Untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, 
dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah. 
j) Retribusi Penyeberangan di Air 
Untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang 
dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah. 
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
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Untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha 
pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh 
pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta 
3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 
a) Retribusi Izin  Mendirikan Bangunan 
Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk 
mendirikan suatu bangunan. 
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk 
melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 
c) Retribusi Izin Gangguan 
Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat 
usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 
kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang 
telah ditentukan oleh daerah. 
d) Retribusi Izin Trayek 
Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk 
penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau 
beberapa trayek tertentu. 
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan 
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Untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan 
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 
f) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing 
(IMTA) 
Untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada 
pemberi kerja tenaga asing.13 
f. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut : 
1) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 
2) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas 
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara 
efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
3)   Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup 
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan.14 
                                                             
13 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009).17 
14 Ibid.18 
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Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) 
tahun sekali. Sedangkan menurut PERDA Nomor 3 Tahun 2009 pasal 8 
penetapan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu:  
1) Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi 
masyarakat dan tingkat pelayanan jalan. 
2) Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan 
pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan 
biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan. 
g. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan 
Piutang Retribusi yang Kadaluarsa  
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, 
pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses 
kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 
Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak 
boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam 
proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja 
sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak 
dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis 
retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang 
tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
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perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran 
retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain 
berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Piutang retribusi yang tidak 
mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi 
dan piutang retribusi daerah kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa 
dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur 
dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah15 
3. Efektivitas  
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu 
organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan 
jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program 
dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang 
dihasilan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 
semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.16 Dan menurut Mahmudi, 
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 
                                                             
15 Ibid.19 
16 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016).134 
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yang harus dipakai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 
tujuan dan sasaran akhir kebijakan.17 
4. Efisiensi 
Kata Efisien berasal dari bahasa latin efficere yang berarti 
menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi dapat dirumuskan 
menurut suatu pengertian tertentu yaitu memaksimalkan perbandingan 
antara hasil bersih yang nyata (imbangan akibat-akibat yang dikehendaki 
terhadap yang tidak di kehendaki) dengan pengorbanan yang diberikan. 
Suatu tindakan dapat disebut efisien apabila mencapai hasil yang maksimum 
dengan usaha tertentu yang diberikan. Atau apabila mencapai suatu tingkat 
tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan. 
Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan 
dengan hasilnya. Efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari 
kegiatan tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang 
dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan 
yang dijalankan. Pada prinsipnya, apapun yang terjadi pengelola selalu ingin 
pengeluaran biaya yang tetap minimum dengan tetap menjaga kualitas dari 
proyek. Hal ini bisa dicapai apabila rencana dan pengendalian biaya proyek 
di koordinasikan secara teratur.18  
                                                             
17 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010).143 
18 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).132 
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5. Kontribusi 
Untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan 
asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk 
APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang 
sesungguhnya.19 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konribusi adalah iuran atau 
sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu 
forum, perkumpulan dan lain sebagainya. 
Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta 
penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat 
dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi 
yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD).20 
B. Penelitian Terdahulu 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari penelitian 
terdahulu. Berikut  beberapa penelitian terdahulu  yang  telah dirangkum oleh 
peneliti: 
1. Mega Ersita (2016) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan 
Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara” Hasil dari penelitian ini 
                                                             
19 Beni Pekei, Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Otonomi 
(Jakarta: Taushia, 2016).136 
20 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: AMP YKPN, 
2004).163 
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menjelaskan bahwa rata-rata dari efektivitas retribusi daerah Provinsi 
Sulawesi Utara sebesar 86,708% atau kurang dari 100% hal ini 
menunjukan kurang baiknya Provinsi Sulawesi Utara dalam pemungutan 
retribusi daerahnya. Pada tahun 2011 sampai 2014 perkembangan 
Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8%, kemudian ditahun pada tahun 2011 
sampai 2014 mengalami perkembangan sampai 8%. Kemudian pada tahun 
2015 mengalami penurunan sebesar 9% dikarenakan menurunnya 
penerimaan retribusi daerah jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat 
dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah 
dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.21 
2. Ryfal Yoduke (2015) yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014” Hasil dari penelitian ini 
menjelaskan  bahwa dari perhitungan rasio kontribusi, tingkat kontribusi 
retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kab. Bantul mengalami 
penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebesart 65,62 % dengan 
rincian penurunan pada tahun 2009 ke 2010 sebesar 19,57 %, 2010 ke 
2011 13,80%, dan 2011 ke 2013 sebesar 12,09%.22 
                                                             
21 Inggriani Elim and Mega Ersita, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan 
Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara,” 
Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4, no. 1 (2016): 889–897. 
22 Ryfal Yoduke and Sri Ayem, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-
2014,” Jurnal Akuntansi 3, no. 2 (2016). 
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3. Fitri Umi Hanik (2014) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah 
Sebagai Penilaian Kinerja” hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
DPPKAD Kab. Semarang memiliki kinerja keuangan yang dikatakan 
sudah cukup baik. Dilihat dari rasio efektivitas dengan rata-rata sebesar 
100,14 % yang menunjukkan pemungutan cenderung efektif, dan rata-rata 
efisiensi sebesar 0,76 %, dapat dikatakan cukup efisien dalam mengatur 
biaya insentif saat memungut Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.23 
4. Jonetta Triyanti (2016) yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Dalam Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda” yang menjelaskan bahwa 
hipotesis tentang kontribusi retribusi daerah Kota Samarinda ditolak 
karena total pendapatan asli daerah pada tahun 2011-2015 tidak memenuhi 
target minimal 75 % dari target yang ditetapkan.24 
5. Ivan Gumilar SP (2016), yang berjudul “Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten 
Bandung” yang menjelaskan bahwa hasil analisis masih banyak jenis 
retibusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif 
terhadap PAD kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, 
sewa pemakaian tanah pemda dan tempat rekreasi dan olahraga serta 
penjualan produksi usaha. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha yang 
                                                             
23 Studi Pada et al., “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja” 22, no. 2 (2014): 
143–156. 
24Jonetta Triyanti, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda,” Jurnal Akuntansi (2016). 
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memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari dinas Bina Marga dan 
Jasa terminal.25 
Pada Tabel 2.1 merupakan hasil ringkasan dari penelitian terdahulu 
yang telah di uraikan diatas. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 
1. Waktu Penelitian dalam rentang 2014-2018 
2. Objek Penelitian yang diambil adalah Kabupaten Sidoarjo 
3. Model penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa model 
penelitian sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
25 Ivan Gumilar SP, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha 
Terhadap PAD Kabupaten Bandung,” Jurnal Aplikasi Manajemen 14, no. 3 (2016): 419–431. 
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Tabel 2.1 
 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Pengarang Judul Hasil Penelitian 
1. Mega Ersita 
(2016) 
Analisis Efektivitas Penerimaan 
Retribusi Daerah Dan 
Kontribusinya Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi 
Utara 
Hasil dari penelitian ini 
menjelaskan bahwa rata-rata 
dari efektivitas retribusi 
daerah Provinsi Sulawesi 
Utara sebesar 86,708% atau 
kurang dari 100% 
2.  Ryfal 
Yoduke 
(2015) 
Analisis Efektivitas, Efisiensi 
Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah Serta Kontribusi Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Di 
Kabupaten Bantul Tahun 2009-
2014 
tingkat kontribusi retribusi 
daerah pada Pendapatan 
Asli Daerah Kab. Bantul 
mengalami penurunan dari 
tahun 2009 sampai tahun 
2013 
3. Fitri Umi 
Hanik 
(2014) 
Analisis Rasio Keuangan Daerah 
Sebagai Penilaian Kinerja 
hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa 
DPPKAD Kab. Semarang 
memiliki kinerja keuangan 
yang dikatakan sudah cukup 
baik 
4.  Jonetta 
Triyanti 
(2016) 
Kontribusi Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah  Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah  Dalam 
Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah Kota Samarinda 
pendapatan asli daerah pada 
tahun 2011-2015 tidak 
memenuhi target minimal 
75 % dari target yang 
ditetapkan 
5. Ivan 
Gumilar SP 
(2016) 
Analisis Efektivitas dan Kontribusi 
Penerimaan Retribusi Jasa Usaha 
terhadap PAD Kabupaten Bandung 
hasil analisis masih banyak 
jenis retibusi jasa usaha 
yang kurang memberikan 
kontribusi dan tidak efektif 
terhadap PAD kabupaten 
Bandung 
Sumber : Jurnal-jurnal 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif 
komparatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam metode deskriptif peneliti bisa 
membandingkan dengan variabel-variabel sehingga merupakan suatu studi 
komparatif. 
Komparatif adalah penelitian yang membandingan satu variabel atau 
lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. 
Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif – komparatif dalam penelitian 
ini adalah dengann membandingkan antara realisasi dengan target dari 
retribusi.26 
B.  Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil data penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan waktu penelitian 3 (tiga) bulan: 
 
                                                             
26 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010). 
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C. Variabel Penelitian 
Variabel mempunyai macam-macam bentuk menurut hubungan satu 
variabel dengan variabel yang lain, adapun variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Variabel Independen, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya/  
terpengaruhnya variabel dependen. 
Dalam hal ini retribusi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sehingga retribusi daerah menjadi variabel independen 
dalam penelitian ini. 
2. Variabel Dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 
independen. 
Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel dependen, karena 
dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu retribusi daerah.27 
D. Definisi Operasional 
Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan 
dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas 
yang dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendapatan Asli Daerah 
                                                             
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).59 
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Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari 
sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo ”: 
“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan millik daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah” 
2. Efektivitas Retribusi Daerah 
Efektivitas Retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi 
dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai 
ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. 
3. Efiesiensi Retribusi Daerah. 
Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 
presentase perdagangan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi 
penerimaan retribusi. 
4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 
Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. 
E. Data dan Sumber Data 
Pengertian data dari sudut sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun 
angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pamakai. Data ini harus 
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diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalag data sekunder, 
merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 
pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk 
tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti 
untuk diproses lebih lanjut.28 ” 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini, yaitu : 
1. Studi lapangan 
Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna 
mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan PAD 
yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD 
2. Studi Pustaka 
Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh 
gambaran yang lebih jelas, komperehensif, mengenai peraturan perundang 
undangan dan peraturan pelaksanannya, serta referensi-referensi lain yang 
berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan 
penelitian ini. 
H. Teknik  Analisis Data 
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan : 
                                                             
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011).15 
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1. Analisis Deskriptif 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan 
sampel di Kabupaten Sidoarjo. Data dalam penelitian ini bersumber dari 
laporan APBD pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yakni data 
Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. 
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 
umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, 
rata-rata, serta standar deviasinya. 
2. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah 
Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan Retribusi Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 
target yang di tetapkan.29 
Dalam hal ini, efektivitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian 
realiasasi penerimaan retribusi daerah setiap tahun terhadap target yang 
ditetapkan pada setiap tahunnya. 
Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus di 
bawah ini : ”
Efektivitas = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah   X 100 % 
                  Target Penerimaan Retribusi Daerah 
Sumber : Halim (2004:135) 
                                                             
29 Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daera.134 
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Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas retribusi daerah ada 
pada Tabel 3.1 berikut : 
Tabel 3.1 
Kriteria Rasio Efektivitas Retribusi Daerah 
Rasio Efektivitas Kriteria 
> 100,00 %” Sangat Efektif 
> 90,00 % - 100,00 % Efektif 
> 80,00 % - 90,00 % ”Cukup Efektif 
> 60,00 % - 80,00 %” Kurang Efektif 
< 60,00 % Tidak Efektif 
   ” Sumber : Depdagri, Kepmendagri No..690.900.327” 
3. Rasio Efisiensi Retribusi Daerah 
Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 
presentase biaya pemungutan retribusi dibagi realisasi penerimaan pajak 
daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianaliasis 
dengan rasio efisiensi retribusi daerah  dengan rumus sebagai berikut: 
Efisiensi =      Biaya Pemungutan Retribusi Daerah  X 100 % 
                         Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah  
Sumber : (Halim 2004:134) 
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Kriteria yang digunakan untuk menilai efiesiensi retribusi daerah ada 
pada Tabel 3.2 berikut : 
Tabel 3.2 
”Kriteria Rasio Efisiensi Retribusi Daerah ” 
Rasio Efisiensi Kriteria 
> 100,00% Tidak Efisien 
>90,00 % - 100,00 % Kurang Efisien 
> 80,00% - 90,00 % Cukup Efisien 
> 60,00 % - 80,00 % Efisien 
< 60,00 % Sangat Efisien 
  Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 
” 
4.  Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus 
sebagai berikut: 
Kontribusi = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah X 100 % 
                Realisasi Penerimaan PAD 
Sumber : (Halim 2004:163) 
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Kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah ada 
pada Tabel 3.3 berikut : 
Tabel 3.3 
Kriteria Rasio Kontribusi  Retribusi Daerah 
Rasio Kontribusi Kriteria 
0,00% - 10,00 % Sangat Kurang 
10,00 % - 20,00 % Kurang 
20,00 % - 30,00 % Sedang 
30,00 % - 40,00 % Cukup Baik 
40,00 % - 50,00% 
Diatas 50,00 % 
Baik 
Sangat Baik 
       Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAN HASIL ANALISIS DATA 
A. Gambaran Umum 
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur Timur dan 
antara 7 3’ dan 7 5’ Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya 
Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten 
Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah 
Kabupaten Mojokerto.  
Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25m, ketinggian 0-3m 
dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah perikanan yang 
berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah yang berair tawar 
dengan ketinggian 3-10meter dari permukaan laut merupakan daerah 
pemukiman perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Wilayah 
bagian barat dengan ketinggian 10-25meter dari permukaan laut merupakan 
daerah pertanian meliputi 29,20%. 
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 
bertempat di Jalan Pahlawan nomor 56 Sidoarjo. BPKAD merupakan 
institusi pemerintah yang mengurus segala sesuatu mengenai pengelolaan 
keuangan dan aset milik pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo. BPKAD 
terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala daerah, sekretariat, bidang 
anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, 
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bidang aset dan unit pelaksanaan teknis. Untuk penjelasan lebih lengkap 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan BPKAD yaitu kedudukan, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan 
Bupati Sidoarjo nomor 88 tahun 2016. 
a. Kedudukan dan Susunan Organisasi : 
1). Kedudukan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sidoarjo memiliki kedudukan sebagai berikut: 
a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  merupakan 
unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 
b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2). Susunan Organisasi 
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah terdiri dari: 
(a) Unsur Pimpinan: Kepala Badan; 
(b) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari: 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
(c) Unsur Pelaksana, terdiri dari: 
(d) Bidang Anggaran, terdiri dari: 
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(1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan; 
(2) Sub Bidang Anggaran Belanja; 
(3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Anggaran; 
(e) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari: 
(1) Sub Bidang Perbendaharaan; 
(2) Sub Bidang Akuntansi; 
(3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi; 
(f) Bidang Aset, terdiri dari: 
(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan; 
(2) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; 
(3) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan; 
(g) Unit Pelaksana Teknis; 
(h) Kelompok Jabatan Fungsional. 
3) Tugas Pokok dan Fungsi 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang keuangan.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan 
aset daerah; 
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan 
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keuangan dan aset daerah; 
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan  tugasnya. 
4) Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset  Daerah  sesuai dengan keahlian. 
a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok 
sesuai sifat dan keahliannya. 
b) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
c) Jumlah  Jabatan  Fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 
d) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas 
Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan 
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rincian 
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : 
(1) Kepala Badan 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan 
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi: 
(a) perencanaan program bidang pengelolaan keuangan dan 
aset daerah serta kesekretariatan; 
(b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan; 
(c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan; 
(d) pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; 
(e) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; 
(f) menandatangani Surat Perintah Penyediaan Dana 
(SP2D); 
(g) melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai  dengan tugasnya. 
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(h) pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 
(i)  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugasnya. 
(2) Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
(a) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan 
pelaporan; 
(b) pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 
(c) pengelolaan administrasi keuangan; 
(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai bidang tugasnya. 
(3) Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Badan dalam bidang anggaran. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang anggaran mempunyai fungsi: 
(a) penyusunan kebijakan teknis anggaran pendapatan, 
anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan 
pembinaan; 
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(b) pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran 
belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan; 
(c) pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, 
anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan 
pembinaan 
(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan tugasnya. 
(4) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi  
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang 
perbendaharaan dan akuntansi. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi: 
(a) penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan dan 
akuntansi; 
(b) pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi; 
(c) pelaporan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan 
akuntansi; 
(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugasnya. 
(5) Bidang Aset 
Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Badan dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang Aset mempunyai fungsi: 
(a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan 
pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta 
pengamanan dan pemindahtanganan; 
(b) pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, 
penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan 
dan pemindahtanganan; 
(c) pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan 
pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta 
pengamanan dan pemindahtanganan; 
(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugasnya. 
b.  Struktur Organisasi 
 
Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo 
 
Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan  dan Aset Daerah 
Kasubbid 
Perbendaharaan 
Kasubbid 
Anggaran 
Pendapatan 
Kasubbid 
perencanaan dan 
pemanfaatan 
Sekretaris 
Kasubbag. 
Perencanaan 
dan Keuangan 
Kasubbag. 
Umum dan 
Kepegawaian 
Kasubbid 
Perbendaharaa
n 
Kasubbid 
Akuntansi 
Kasubbid Evaluasi 
dan Pembinaan 
Akuntansi 
Kasubbid 
Pendapatan 
Kasubbid 
Belanja 
Kasubbid Evaluasi 
dan Pembinaan 
Anggaran 
Kasubbid 
Perencanaan dan 
Pemanfaatan 
Kasubbid. 
Pengamanan dan 
Pemindahtanganan 
Kasubbid 
Penatausahaan 
BMD 
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B. Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Data utama 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan 
pendapatan asli daerah, target dan realisasi dari retribusi daerah maupun 
sumber-sumber retribusi daerah, serta biaya pemungutan retribusi daerah 
setiap tahunnya. 
Statistik deksriptif menurut SPSS 21 dari keseluruhan variabel 
penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan 
standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 dibawah ini  
Tabel 4.1 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Retribusi Jasa 
Umum 
5 1844632616
7 
2878223629
1 
23692804553,
60 
3917985025,0
09 
Retribusi Jasa 
Usaha 
5 3186760172
4 
3648674042
1 
34302462544,
40 
1667948768,4
22 
Retribusi 
Perizinan 
Tertentu 
5 2676526982
2 
7629283707
9 
45166768463,
00 
18932641348,
071 
Valid N (listwise) 5     
Sumber : Output SPSS 
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Dari Tabel 4.2 dijelaskan gambaran nilai minimum, maksimum, nilai 
rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
a. Retribusi Jasa Umum 
Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Retribusi 
Jasa Umum terbesar yaitu Rp28,7 miliar yang dihasilkan pada tahun 2015. 
Sedangkan jumlah retribusi jasa umum terkecil, yaitu Rp18,4 miliar pada 
tahun 2017. Rata-rata retribusi jasa umum yang diterima selama 5 tahun 
(tahun 2014-2018) adalah sebesar Rp23,6 miliiar dengan standar deviasi 
sebesar Rp3,9 miliar 
b. Retribusi Jasa Usaha  
Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan retribusi jasa 
usaha terbesar yaitu, Rp36,4 miliar yang dihasilkan pada tahun 2018. 
penerimaan retribusi jasa usaha terkecil Rp31,8 miliar pada tahun 2014  . 
Rata-rata penerimaan retribusi jasa usaha adalah Rp34,3 miliar dengan 
standar deviasi Rp1,6 miliar. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu  
Penerimaan retribusi perizinan tertentu terbesar, yaitu Rp76,2 miliar 
pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan terkecil adalah sebesar Rp26,7 
miliar  pada tahun 2017. Rata-rata penerimaan retribusi perizinan tertentu 
sebesar Rp45,1 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp18,9 miliar 
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2. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah menggambarkan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Retribusi yang direncanakan 
dibandingkan dengan target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. Berikut pada Tabel 4.5 adalah Rasio Efektivitas Retribusi Daerah 
pada tahun 2014.  
Pada dibawah ini terdapat kolom Realiasasi, Target, Persentase, dan 
Keterangan dimana Realisasi dan Target merupakan data yang ada di 
BPKAD Kabupaten Sidoarjo sedangan persentase dan keterangan 
merupakan hasil analisis dari peneliti, persentase itu dihitung dari rumus 
yang dituliskan oleh Abdul Halim di dalam bukunya, sedangkan keterangan 
kategori tingkat efektivitasnya dari kepmendagri No..690.900.327”. 
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Tabel 4.2 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2014 
Retribusi Daerah Realisasi Anggaran % Ket  
Retribusi Jasa Umum 23.924.846.333 24.479.254.200 97,74% Efektif 
Pelayanan Kesehatan 6.262.836.500 6.566.374.200 95,38% Efektif 
Pelayanan 
Kebersihan/Persampahan 1.323.438.000 2.319.240.000 57,06% 
Tidak 
Efektif 
Biaya Pengurusan 
Dokumen Administrasi 
Kependudukan 237.730.000 172.500.000 137,81% 
Sangat 
Efektif 
Pelayanan Pasar 9.881.209.475 9.920.600.000 99,60% Efektif 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 3.979.395.000 3.400.000.000 117,04% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 226.491.500 220.540.000 102,70% 
Sangat 
Efektif 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 2.013.745.858 1.880.000.000 107,11% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Jasa Usaha 31.867.601.724 31.765.488.500 100,32% 
Sangat 
Efektif 
Pemakaian kekayaan 
Daerah 2.564.842.974 2.640.236.000 97,14% Efektif 
Terminal 751.342.000 530.000.000 141,76% 
Sangat 
Efektif 
Rumah Potong Hewan 1.526.277.100 1.397.635.000 109,20% 
Sangat 
Efektif 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 1.452.124.150 1.265.210.000 114,77% 
Sangat 
Efektif 
Parkir 25.573.015.500 25.932.407.500 98,61% Efektif 
Retribusi Perizinan 
Tertentu 40.834.942.202 37.103.501.600 110,06% 
Sangat 
Efektif 
Izin Mendirikan 
bangunan 31.311.596.847 28.291.575.600 110,67% 
Sangat 
Efektif 
Izin 
Gangguan/Keramaian  9.451.724.355 8.700.000.000 108,64% 
Sangat 
Efektif 
Izin Trayek 71.621.000 69.426.000 103,16% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Hasil asal 
hewan dan bahan asal 0 11.000.000 0,00% 
Tidak 
Efektif 
Izin Mendirikan 
bangunan dibawah 
200M2 0 31.500.000 0,00% 
Tidak 
Efektif 
Retribusi Daerah Tahun 
2014 96.627.390.259 93.348.244.300 103,51% 
Sangat 
Efektif 
Sumber : Data Olahan 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.5 dijelaskan bahwa Efektivitas 
Retribusi Daerah Tahun 2014 beberapa penerimaan mendapat keterangan 
sangat efektif karena realisasi melebihi apa yang dianggarankan tetapi ada 
juga beberapa yang tidak efektif seperti retribusi izin mendirikan bangunan 
dibawah 200M2 dimana tidak ada realisasinya dari yang sudah di 
anggarankan. Meski begitu Retribusi daerah Tahun 2014 secara keseluruhan 
mendapat prosentase 104% dan dikatakan sangat efektif karena melebihi 
kriteria 100%. 
Sedangkan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2015 pada 
Tabel 4.6 menjelaskan bahwa beberapa penerimaan mendapat keterangan 
sangat efektif karena realisasi melebihi apa yang dianggarankan tetapi ada 
juga yang kurang efektif seperti retribusi rumah potong hewan dimana 
realisasinya kurang dari yang di anggarankan prosentasenya sebesar 70% 
dibawah 90% untuk kriteria efektif. Meski begitu Retribusi daerah Tahun 
2015 secara keseluruhan mendapat prosentase 109% dan dikatakan sangat 
efektif karena melebihi kriteria 100%. 
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Tabel 4.3 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2015 
Retribusi Daerah Realisasi Anggaran % Ket  
Retribusi Jasa Umum 28.783.236.291 25.079.319.200 114,77% 
Sangat 
Efektif 
Pelayanan Kesehatan 11.194.400.500 6.566.374.200 170,48% 
Sangat 
Efektif 
Pelayanan 
Kebersihan/Persampahan 1.363.467.000 2.143.140.000 63,62% 
Kurang 
Efektif 
Pelayanan Parkir di tepi 
jalan umum 1.000.000 0   
Sangat 
Efektif 
Pelayanan Pasar 10.620.872.350 10.612.253.000 100,08% Efektif 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 4.084.215.000 3.639.290.000 112,23% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 247.076.000 238.262.000 103,70% 
Sangat 
Efektif 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 1.272.205.441 1.880.000.000 67,67% 
Kurang 
Efektif 
Retribusi Jasa Usaha 34.295.758.991 34.186.270.160 100,32% Efektif 
Pemakaian kekayaan 
Daerah 3.445.339.411 2.667.830.160 129,14% 
Sangat 
Efektif 
Terminal 808.012.600 784.000.000 103,06% 
Sangat 
Efektif 
Rumah Potong Hewan 1.054.815.000 1.497.890.000 70,42% 
Kurang 
Efektif 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 1.583.181.980 1.343.050.000 117,88% 
Sangat 
Efektif 
Parkir 27.404.410.000 27.893.500.000 98,25% Efektif 
Retribusi Perizinan 
Tertentu 74.853.797.679 69.648.449.400 107,47% 
Sangat 
Efektif 
Izin Mendirikan 
bangunan 61.442.457.229 56.339.840.000 109,06% 
Sangat 
Efektif 
Izin 
Gangguan/Keramaian  10.343.167.450 8.800.000.000 117,54% 
Sangat 
Efektif 
Izin Trayek 68.173.000 69.570.000 97,99% Efektif 
Perpanjangan IMTA  3.000.000.000 4.439.039.400 67,58% 
Kurang 
Efektif 
Retribusi Daerah Tahun 
2015 137.932.792.961 128.914.038.760 107,00% 
Sangat 
Efektif 
Sumber : Data Olahan 
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Tabel 4.4 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2016 
Retribusi Daerah Realisasi Anggaran % Ket  
Retribusi Jasa Umum 25.634.739.891 27.234.833.200 94,12% Efektif 
Pelayanan Kesehatan 7.304.476.000 8.215.600.000 88,91% 
Cukup 
Efektif 
Pelayanan 
Kebersihan/Persampahan 1.443.566.000 2.143.500.000 67,35% 
Kurang 
Efektif 
Pelayanan Pasar 11.995.705.100 11.714.800.000 102,40% 
Sangat 
Efektif 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 4.553.635.000 3.898.570.000 116,80% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 262.656.500 262.363.200 100,11% Efektif 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 74.701.291 1.000.000.000 7,47% 
Tidak 
Efektif 
Retribusi Jasa Usaha 33.987.094.816 34.345.086.500 98,96% Efektif 
Pemakaian kekayaan 
Daerah 2.559.486.366 1.886.580.000 135,67% 
Sangat 
Efektif 
Terminal 449.795.000 420.480.000 106,97% 
Sangat 
Efektif 
Rumah Potong Hewan 787.452.000 1.635.579.000 48,15% 
Tidak 
Efektif 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 1.855.441.450 1.423.912.500 130,31% 
Sangat 
Efektif 
Parkir 28.334.920.000 28.978.535.000 97,78% Efektif 
Retribusi Perizinan 
Tertentu  46.984.901.642 41.283.282.488 113,81% 
Sangat 
Efektif 
Izin Mendirikan 
bangunan 32.203.700.992 28.387.696.250 113,44% 
Sangat 
Efektif 
Izin 
Gangguan/Keramaian  9.840.067.850 9.432.046.238 104,33% 
Sangat 
Efektif 
Izin Trayek 26.617.000 63.540.000 41,89% 
Tidak 
Efektif 
Perpanjangan IMTA  4.914.515.800 3.400.000.000 144,54% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Daerah Tahun 
2016 106.606.736.349 102.863.202.188 103,64% 
Sangat 
Efektif 
Sumber : Data Olahan 
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Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2016 yang terdapat pada 
Tabel 4.7 menunjukkan beberapa penerimaan mendapat keterangan sangat 
efektif karena realisasi melebihi apa yang dianggarankan tetapi ada juga 
beberapa yang kurang efektif seperti retribusi pelayanan 
kebersihan/persampahan dimana realisasinya kurang dari yang di 
anggarankan prosentasenya sebesar 67% dibawah 90% untuk kriteria 
efektif. Meski begitu Retribusi daerah Tahun 2016 secara keseluruhan 
mendapat prosentase 104% dan dikatakan sangat efektif karena melebihi 
kriteria 100%. 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2017 pada Tabel 4.6 
menjelaskan bahwa beberapa penerimaan mendapat keterangan sangat 
efektif karena realisasi melebihi apa yang dianggarankan tetapi ada juga 
beberapa yang kurang efektif seperti retribusi perizinan tertentu pada izin 
trayek dimana realisasinya kurang dari yang di anggarankan prosentasenya 
sebesar 63% dibawah 90% untuk kriteria efektif. Meski begitu Retribusi 
daerah Tahun 2017 secara keseluruhan mendapat prosentase 105% dan 
dikatakan sangat efektif karena melebihi kriteria 100%. 
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Tabel 4.5 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2017 
Retribusi Daerah Realisasi Anggaran % Ket  
Retribusi Jasa Umum 18.446.326.167 17.480.162.037 105,53% 
Sangat 
Efektif 
Pelayanan Kesehatan 7.820.000 0   
Sangat 
Efektif 
Pelayanan 
Kebersihan/Persampahan 1.439.506.000 2.207.400.000 65,21% 
Kurang 
Efektif 
Pelayanan Pasar 13.031.745.230 12.186.282.500 106,94% 
Sangat 
Efektif 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 3.046.570.000 2.500.000.000 121,86% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 270.341.500 265.800.000 101,71% 
Sangat 
Efektif 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 20.679.537 20.679.537 100,00% 
Sangat 
Efektif 
pelayanan Tera/Tera Ulang 629.663.900 300.000.000 209,89% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Jasa Usaha 34.876.116.770 33.411.676.600 104,38% 
Sangat 
Efektif 
Pemakaian kekayaan 
Daerah 2.043.813.520 1.718.270.100 118,95% 
Sangat 
Efektif 
Terminal 435.734.000 405.941.000 107,34% 
Sangat 
Efektif 
Rumah Potong Hewan 887.995.000 858.600.000 103,42% 
Sangat 
Efektif 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 1.776.129.250 1.509.605.500 117,66% 
Sangat 
Efektif 
Parkir 29.732.445.000 28.919.260.000 102,81% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Perizinan 
Tertentu  26.765.269.822 31.510.456.900 84,94% 
Cukup 
Efektif 
Izin Mendirikan bangunan 20.941.900.922 25.761.899.000 81,29% 
Cukup 
Efektif 
Izin Gangguan/Keramaian  1.614.518.600 1.386.797.900 116,42% 
Sangat 
Efektif 
Izin Trayek 26.424.000 41.760.000 63,28% 
Kurang 
Efektif 
Perpanjangan IMTA  4.182.426.300 4.320.000.000 96,82% Efektif 
Retribusi Daerah Tahun 
2017 80.087.712.759 82.402.295.537 97,19% Efektif 
Sumber : Data Olahan 
 
 
58 
 
 
 
Tabel 4.6 
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2018 
Retribusi Daerah Realisasi Anggaran % Ket  
Retribusi Jasa Umum 21657874086 19065506000 113,60% 
Sangat 
Efektif 
Pelayanan Kesehatan   2.600.000 0,00% 
Tidak 
Efektif 
Pelayanan 
Kebersihan/Persampahan 1.730.904.000 2.207.400.000 78,41% 
Kurang 
Efektif 
Pelayanan Pasar 15.328.049.186 12.957.587.500 118,29% 
Sangat 
Efektif 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 3.043.575.000 2.825.825.000 107,71% 
Sangat 
Efektif 
Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 277.038.000 272.093.500 101,82% 
Sangat 
Efektif 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 325.984.000 0   
Tidak 
Efektif 
pelayanan Tera/Tera Ulang 952.323.900 800.000.000 119,04% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Jasa Usaha 36.486.740.421 32.653.754.500 111,74% 
Sangat 
Efektif 
Pemakaian kekayaan 
Daerah 2.079.084.421 1.523.262.800 136,49% 
Sangat 
Efektif 
Terminal 469.387.000 500.000.000 93,88% Efektif 
Rumah Potong Hewan 975.513.000 868.759.200 112,29% 
Sangat 
Efektif 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 1.585.612.500 1.585.612.500 100,00% 
Sangat 
Efektif 
Parkir 31.377.143.500 28.176.120.000 111,36% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Perizinan 
Tertentu  34.955.891.570 33.888.344.000 103,15% 
Sangat 
Efektif 
Izin Mendirikan bangunan 30.797.498.945 29.870.344.000 103,10% 
Sangat 
Efektif 
Izin Gangguan/Keramaian  969.000 0   
Sangat 
Efektif 
Izin Trayek 23.220.000 18.000.000 129,00% 
Sangat 
Efektif 
Perpanjangan IMTA  4.134.203.625 4.000.000.000 103,36% 
Sangat 
Efektif 
Retribusi Daerah Tahun 
2018 93.100.506.077 85.607.604.500 108,75% 
Sangat 
Efektif 
Sumber : Data Olahan 
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Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2018 pada Tabel 4.9 
menunjukkan beberapa penerimaan mendapat keterangan sangat efektif 
karena realisasi melebihi apa yang dianggarankan pada tahun 2018 
prosentasenya sebesar 108% melebihi kriteria 100%. 
 
 
 
Grafik diatas adalah grafik efektivitas retribusi daerah dari tahun 
2014-2018, didalam grafik ini dijelaskan bahwa pada tahun 2015 tingkay 
efektivitas yang paling tinggi yaitu 109%. Rata-rata dari tingkat efektivitas 
retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014-2018 sebesar 1065 
3. Rasio Efisiensi Retribusi Daerah 
 Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 
persentase perbandingan biaya pemungutan retribusi daerah dengan realiasi 
penerimaan retribusi. Biaya pemungutan retribusi diperoleh dari 5% 
realiasasi penerimaan retribusi daerah, akan tetapi tidak semua bisa 
dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektifitas retribusi 
daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan.  
Rasio Efisiensi Retribusi Daerah menggambarkan perbandingan 
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
dengan realisasi pendapatan yang diterima. 
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Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Retribusi Daerah dapat dilihat 
pada Tabel 4.10, dibawah ini: 
Tabel 4.7 
Rasio Efiesiensi Retribusi Daerah 
Tahun Realisasi 
Biaya 
Pemungutan % Keterangan 
2014 Rp96.645.390.259 Rp4.118.465.588 4,26% Sangat Efisien 
2015 Rp139.369.832.361 Rp3.868.489.540 2,78% Sangat Efisien 
2016 Rp106.606.736.349 Rp6.046.242.828 5,67% Sangat Efisien 
2017 Rp80.087.712.759 Rp2.816.671.398 3,52% Sangat Efisien 
2018 Rp93.100.506.077 Rp3.747.514.914 4,03% Sangat Efisien 
  Rata-Rata 4,05% Sangat Efisien 
Sumber : Data Olahan 
 
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui besarnya rata-rata rasio 
efisiensi dari tahun 2014 sampai 2018 yaitu 4.2% yang masuk dalam 
kategori sangat efisien. Semakin besar jumlah realisasi daerah dibandingkan 
dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan 
yang rendah bisa terjadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi 
target yang telah direncanakan. Ketika realisasi retribusi daerah mencapai 
target, maka akan ada upah pungut seperti yang tertuang dalam Keputusan 
Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 mengenai upah pungut yang 
tidak lebih dari 5% dari realisasi retribusi daerah yang disebut biaya 
pemungutan, akan tetapi jika realisasi retribusi daerah tidak berhasil 
mencapai target maka upah pungut ini tidak akan ada, karena upah pungut 
ini merupakan sebuah reward. Jadi ketika upah pungut ini tidak ada maka 
jumlah biaya pemungutan akan semakin kecil sehingga semakin efisien.  
4. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
peranan seluruh penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD. 
Sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang 
harus dilakukan pemerintah daerah tersebut. Analisis data kontribusi 
retribusi diterapkan dengan tujuan menjawab rumusan masalah serta untuk 
mengetahui besaran kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten 
Sidoarjo, hasil analisis sebagaimana dalam Tabel 4.11 sebagai berikut :  
Tabel 4.11 
Rasio Kontribusi Retribusi Daerah 
Tahun Realisasi RD Realisasi PAD % Keterangan 
2014 96.645.390.259  1.115.332.938.500  8,67% Sangat Kurang 
2015 139.369.832.362  1.266.786.627.409  11,00% Kurang 
2016 106.606.736.349  1.335.283.958.792  7,98% Sangat Kurang 
2017 80.087.712.759  1.671.806.819.696  4,79% Sangat Kurang 
2018  93.100.506.077   1.685.558.666.147  5,52% Sangat Kurang 
  Rata-Rata 7,59% Sangat Kurang 
Sumber : Data Olahan 
Berikut adalah grafik kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2014-2018 
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Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar ada pada 
tahun 2015 yaitu sebesar 11%, meskipun dikatakan terbesar dari tahun yang 
lainnya tetapi angka 11% masih kurang berkontribusi dalam pendapatan asli 
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daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2015 kontribusi terbesar terdapat 
pada Retribusi Perizinan tertentu, yaitu pada retribusi izin mendirikan 
bangunan. 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
A. Efektivitas Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah 
Efektivitas adalah sebagian besar tingat kelekatan output yang ingin 
dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dari pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya 
suatu target yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas retribusi daerah 
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi 
daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. 
Penerimaan retribusi daerah kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014-2018 
mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan karena jenis retribusi daerah tidak 
dapat dikembangkan dengan mudah. Efektivitas merupakan hubungan antara 
output dengan tujuan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi 
daerah untuk masing-masing sektor dengan membandingkan antara realisasi 
penerimaan retribusi daerah dengan sasaran atau target penerimaan retribusi 
daerah yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin 
efektif kinerjanya. Rata-rata efektivitas retribusi daerah tahun 2014-2018 
mencapai angka 104,18% sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan 
retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kategori sangat efektif.    
Penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Umi 
Hanik dan Tutik Dwi Karyati yang meneliti tentang analisis rasio keuangan 
daerah sebagai penilaian kinerja. Hasil penelitian bersasarakan rasio efektivitas  
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mengungkapkan jumlah rata-rata efektivitas retribusi daerah kabupaten 
Semarang tahun anggaran 2009-2013 sebesar 100,14% masuk dalam kategori 
efektif.30 
    Penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryfal 
Yoduke dan Sri Ayem yang meneliti tentang analisis efektivitas, efisiensi pajak 
daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dik 
kabupaten Bantul tahun 2009-2014. Hasil penelitian berdasarakan rasio 
efektivitas mengungkapkan jumlah rata-rata efektivitas retribusi daerah 
kabupaten Bantul tahun anggaran 2009-2014 sebesar 127,81% masuk dalam 
kategori sangat efektif. 31 
Besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang melebihi target 
anggaran membuat retribusi daerah dinyatakan sangat efektif, hal ini sejalan 
dengan teori dari Mardiasmo dalam bukunya yang menyatakan Semakin besar 
kontribusi output yang dihasilan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 
ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi 
B. Efisiensi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah 
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan 
output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yanng diperlukan), 
seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber 
                                                             
30 Pada et al., “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja.” 
31 Yoduke and Ayem, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta 
Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014.” 
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yang terbatas. Dengan kata lain berhubungan antara apa yang telah 
diselesaikan. 
Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, nilai efisiensi rata-rata 
penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,2% menunjukkan 
bahwa BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengelolaan dengan 
sangat efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah 
biaya yang dikeluarkan. Walaupun rata-rata pengelolaan retribusi daerah 
sangat efisien, tetapi tingkat efisiensi retribusi daerah masih mengalami naik 
turun. Hal ini dipengaruhi oleh belum stabilnya besar peningkatan realisasi 
dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Umi 
Hanik yang meneliti analisis rasio keuangan daerah sebagai penelitian 
penilaian kinerja. Hasil penelitian berdasarkan rasio efisiensi mengungkapkan 
jumlah rata-rata efisiensi retribusi daerah kabupaten Semarang tahun anggaran 
2009-2013 sebesar 0,76% yang dikatakan sangat efisien.32 
C. Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah. 
Kontribusi sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain 
untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga yang 
dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan 
retribusi daerah pada PAD. 
                                                             
32 Pada et al., “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja.” 
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Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah 
memiliki peran besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya dibanding 
dengan sumber peneriman PAD yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik 
guna menunjang PAD di Kabupaten Sidoarjo. Rata-rata kontribusi retribusi 
daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 sebesar 7,8% 
sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi 
yang kurang baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. 
Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
dikatakan masih kecil, hal ini bisa karena adanya penundaan pembayaran 
retribusi daerah yang dilakukan oleh wajib retribusi dan juga adanya 
pembebasan pembayaran retribusi. 
Hal ini mendukung pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Jonetta Triyanti.D, H.Eddy Soegiarto K, dan Imam Nazarudin Latif dengan 
judul penelitian kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerh dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kota 
samarinda dengan hasil yang mengungkapkan bahwa kontribusi retribusi 
daerah pada tahun 2015 sebesar 8%, hal ini disebabkan karena target pengguna 
jasa yang ada pada Kota Samarinda tidak mengalami pertumbuhan yang cukup 
banyak dan banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga 
mengakibatkan jumlah objek retribusi daerah mengalami penurunan. 
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang 
dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 
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untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah masih rendah. Upaya-upaya 
yang seharusnya dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sidoarjo adalah : 
1. Melakukan insentifikasi yaitu dengan cara : 
a. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib retribusi melalui 
kegiatan penyuluhan; 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan  
berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi; 
c. Membentuk tim satuan tugas yang bertugas untuk mengawasi 
pemungutan di lapangan 
2. Melakukan Ekstensifikasi yaitu dengan cara; 
a. Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan untuk 
menggali obyek pungutan baru yang lebih potensial; 
b. Melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi 
lain untuk mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis pajak yang 
memungkinkan untuk dikembangkan; 
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c. Meninjau kembali ketentuan tarif dan mengkaji ulang peraturan daerah 
untuk dilakukan perubahan.33 
                                                             
33 Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, and Nila Firdausi Nuzula, “Analisis Efektivitas Penerimaan 
Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” Jurnal Administrasi Bisnis 
10, no. 1 Mei 2014 (2014): 8, 
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/442/640. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan 
bahwa : 
1. Rata – Rata Efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten 
Sidoarjo di atas 100% sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat 
efektivitas tertinggi pada tahun dengan memperoleh sedangkan 
efektivitas terendah terjadi pada tahun dengan memperoleh  
2. Rata – rata Efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo 
rata-rata sebesar 4,2%. Sehingga dinyatakan sangat efisien. 
3. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
tahun 2014-2018 sebesar 7,8 % sehingga dapat disimpulkan bahwa 
retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang baik terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. 
B. Saran  
Dari kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sebaiknya berkonsentrasi 
untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah karena dengan 
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peningkatan penerimaan retribusi daeerah akan berpengaruh pada 
peningkatann PAD. 
Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah 
membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan 
PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi 
masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan kata lain, adanya peningkatan 
PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. 
Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkaan kualitas 
dari para pejabat pemerintahan kecamatan yang ada di Kabupaten 
Sidoarjo. Dengan demikian retribusi yang diterima dapat disalurkan  
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang 
dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, sehingga masyarakat dapat lebih 
mengetahui dan investor lebih tertatik menanamkan modalnya. 
Contohnya, sosialisasi mengenai potesi daerah wisata, potensi perikanan 
air laut maupun air tawar, potensi industri kecil dan menengah yang ada 
di Kabupaten Sidoarjo 
2. Bagi peneliti lain 
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, 
baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi kabupaten sidoarjo dan 
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juga hanya terbatas 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, serta pembahasan 
mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada retribusi daerah. 
 Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang 
lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila 
dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, 
penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 
5 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap sebaiknnya penerimaan 
daerah lainnya selain retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat 
dilihat bagaimana pengaruhnya pada PAD.  
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